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Ak}m' Mei Batas Waktu Taglh Pajak Hotel

informasi adanya proses administrasi
mmwmm

Akhir Mei Batas
Waktu

@ Sambungan Hal 13

Hingga pekan kedua bulan
Mei pansus belum mene-
rima laporan berapa tung-
gakan yang berhasil dita-
gih.” jelasnya, kemarin.

Dia juga menyebut, pihak-
nya sejak awal Maret lalu ini
sudah memanggil sejumlah
pihak terkait untuk dimintai
klarifikasinya. Di antaranya
tim auditor BPK Perwakilan
DIY, jajaran Pemkot Yog-
yakarta, para wajib pajak,
hingga Perhimpunan Ho-
tel dan Restoran Indonesia
(PHRI) DIY.

Adapun, pansus LHP BPK
akan bekerja sampai akhir
Mei. Pihaknya juga akan
membuat laporan untuk

menjadi pertimbangan bagi

pihak eksekutif menyusun
rencana kerja tahun 2018.
Sehingga, pthaknya berha-
rap persoalan administrasi
dan tuntas.
Perlu diketahui, sedikit-
nya empat hotel menung-
gak pajak bertahun-tahun
vang nilai totalnya menca-
pal miliaran rupiah. Rin-
clannya, ada ketidakjelas-
an pajak tiga hotel kurun
waktu 2011-2014 yang ni-
lai kurang bayar pajaknya
total sebesar Rp599,3 juta.
Kemudian satu hotel me-
miliki piutang pajak tahun
2011-2012 yang mencapai

Rp493,8 juta.

Sedangkan dari sektor pa-
jak reklame, LHP BPK men-
catat plutang pajak minimal
Rp953,2 juta berpotensi tidak
dapat direalisastkan yang
berasal dari 13 titik milik de-
lapan penyelenggara reklame.
Hal tersebut tertuang dalam

LHP BPK tahun 2016.

Dalam LHP-nya, BFK me-
rekomendasikan BPKAD
Yogyakarta melakukan fa-
hapan-tahapan penagihan,
mulai dari penagihan seke-
tika, memberitahukan surat
paksa, mengusulkan tin-
dakan pencegahan, hingga
penyitaan aset.

Selain itu, BPKAD juga di-
minta memperbatki proses
pengawasan dan pengelo-
laan piutang pajak daerah
yang bermasalah agar tidak
kedaluwarsa, sehingga bisa
ditagih di kemudian hari.

Minta tempo

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Kota Yogyakarta,
Kadri Renggono menyebut-
kan, para pengusaha yang
menjadi wajib pajak Pemkot
setempat itu sempat memin-
ta tempo pelunasan. Hal ini
karena para pengusaha bu-

tuh waktu untuk mengum-
pulkan uang,

“Kami (BPKAD) menyetujui
permohonan yang telah di-
ajukan beberapa waktu lalu
tersebut dan memberi tempo

nagihan butuh proses dan tak
bisa dilakukan dalam walktu
singkat. Sejauh ini, pthaknya
juga sudah melakukan upaya
penagihan. Bahkan, bebera-
pa wajib pajak telah menyetor
uang ke kas daerah sekitar
Rp350 juta lebih.

BPKAD juga terus mela-
kukan komunikasi dengan
Panitia Khusus (Pansus)
Pembahasan Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHF) BPK Per-
wakilan DIY di DPRD Kota
Yogyakarta. Termasuk, upa-
ya maupun tahapan pena-
gihan yang dilakukan, dila-
porkan ke Inspektorat untuk
diteruskan ke Pansus. (ais)
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Untuk Diketahui
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